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ABSTRACT
Public Sector Accounting has been a hot issue for some decades. The issue revolves
around the idea of the accounting treatment and its reporting.This paper is trying to present
an overview about the development of standards of public sector accounting. It will explore
the use of cash basis accounting in public sector accounting and its movement towards
accrual basis accounting in term of its standards and the need of a more comprehensive
measurement of government performance.
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I. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah daerah, seperti akuntansi lainnya, berfokus pada kebutuhan
organisasi tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan akan akuntansi pemerintahan daerah
merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang sedang berkembang.

Dalam sejarah perkembangan akuntansi, penggunaan di sektor bisnis jauh lebih maju
daripada sektor publik, termasuk pemerintahan. Praktik akuntansi pemerintahan mulai diakui
sejak awal abad ke-19 di Inggris dengan berdirinya The Institute of Chartered Accountants
pada tahun 1880 yang kemudian diperkuat dengan pembentukan The Corporate Treasurer
and Accounting Institute pada tahun 1885. Keduanya merupakan organisasi bentukan
pemerintah daerah yang bertujuan mempresentasikan akuntansi di perusahaan kota praja.
Berikutnya lahir organisasi Chartered Institute of Public Finance and Accounting (CIFPA)
vang memberikan sertifikasi kepada pelaksana praktik akuntansi sektor publik yang
sebenarnya adalah praktisi di sektor pemerintahan.

Di Amerika Serikat, pada tahun 1984 dibentuk Governmental Accounting Standard
Zoard (GASB) sebagai pengganti the National Council on Governmental Accounting
NCGA) yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an. Inti dari tugas keduanya adalah penyusunan
Zzn pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 1968 NCGA menerbitkan
~overnmental Accounting, Auditing and Financial Reporting (GAFFR), yang dipandang

schagai sumber acuan utama penyusunan Generally Accepted Accounting Principles
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(GAAP). Mulai tahun 1985, GASB menerbitkan Codification of Governmental Accounting
and Financial Reporting Standards, yang secara periodik diperbarui dan menjadi acuan bagi
penyusunan GAAP.

Keunikan karakteristik dan lingkungan pemerintahan mendorong GASB mengajukan
konsep akuntabilitas (accountability) sebagai landasan dalam pelaporan keuangan. GASB
menyatakan bahwa “accountability requires governments to answer to citizenry-to justify the
raising of public resources and the purposes for which they are used”. Akuntabilitas
didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk tahu sehingga bisa
berdiskusi dan berdebat dengan perwakilannya di DPR/kongres. Transformasi praktik
maupun teori dari akuntansi sector publik di Amerika terjadi selama tahun 1990an.
Pemerintah daerah, sebelumnya, mengembangkan akuntansi berbasis kas yang bertujuan
untuk pengendalian dan pertanggungjawaban. Akan tetapi penggunaan sistem akuntansi
berbasis kas mulai dipertanyakan dan mulai adanya perubahan ke arah sistem akuntansi
berbasis akrual.

Perkembangan akuntansi sektor publik dari basis kas menuju basis akrual setidaknya
dipicu oleh adanya kesulitan keuangan dan penipuan yang muncul dalam tata kelola
keuangan daerah. Kesulitan keuangan, dalam konteks keuangan daerah, biasanya dapat
diartikan sebagai munculnya defisit dalam pembiayaan keuangannya. Dengan kata lain,
pengeluaran pemerintah terlampau besar untuk ditanggulangi oleh sumber-sumber
pemasukan pemerintah (e.g. pajak, hutang). Akan tetapi, kesulitan keuangan dan penipuan
tidak selalu merupakan akibat dari akuntansi melainkan lebih kepada perubahan yang lebih
luas dalam manajemen itu sendiri.

Akuntansi berbasis kas, alaminya, terlalu banyak mengabaikan transaksi-transaksi
ekonomi yang terjadi. Akuntansi akrual, dilain pihak, yang dipadankan dengan akuntansi
berbasis kas menghadirkan metode yang lengkap untuk pencatatan, pengukuran dan
pengkomunikasian dari traksaksi-transaksi ekonomi yang terjadi. Meski lengkap, akuntansi
akrual juga memiliki konsekuensinya sendiri yaitu besarnya biaya untuk pelaksanaannya dan

juga membutuhkan pelatihan untuk memahami sepenuhnya manfaat akuntansi akrual.

II. TINJAUAN TEORITIS
Fungsi  tradisional  akuntansi dan  pelaporan  keuangan  pemerintah

adalah pencatatan transaksi yang tepat, akuntansi terhadap anggaran. Pencatatan transaksi
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yang tepat merupakan salah satu fokus akuntansi tradisional yang menjadi pra-kondisi yang
dibutuhkan, meskipun belum cukup, untuk pencegahan korupsi. Pencegahan terhadap korupsi
dapat dilakukan dengan pencatatan transaksi yang tepat karena praktik tersebut dapat menjadi
salah satu alat pengwasan yang andal dalam mengontrol anggaran.

Terdapat dua kutub opini yang berseberangan mengenai bagaimana praktik
pencatatan transaksi yang tepat ini dilakukan pada unit-unit dalam organisasi pemerintahan.
Opini yang pertama menyatakan bahwa praktik pencatatan tansaksi tersebut harus
diselenggarakan secara seragam dalam setiap unit-unit organisasi pemerintahan.
Keseragaman praktek ini diharapkan dapat menghasilkan pengkategorian transaksi yang
dapat berguna dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Adapun opini lainnya menyatakan
bahwa keseragaman praktik tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan kegiatan
ekonomi dari setiap unit-unit organisasi tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya permintaan
untuk keseragaman tersebut, khususnya dari politisi dan manajer non-keuangan, sangat besar.

Dalam bentuk definitif, anggaran permintaan oleh eksekutif pemerintah adalah
kewenangan dari legislatif. Dalam konteks pemerintah daerah, anggaran dapat dilihat sebagai
permintaan oleh petugas untuk otoritas dewan politisi. Dengan demikian, anggaran yang
bukan merupakan produk dari sistem akuntansi, akan tetapi setelah anggaran telah disetujui,
adalah peran chief financial officer untuk memonitor pengeluaran aktual terhadap anggaran,
menyediakan bentuk pengontrolan keuangan secara internal maupun ekternal. Bentuk dan isi
dari anggaran, dapat secara signifikan memengaruhi kontrol keuangan sehingga pejabat
keuangan selalu ingin memiliki peran sentral dalam membuat anggaran. Selain itu,
pemerintah daerah biasanya diharuskan untuk menyeimbangkan anggarannya (e.g. antara
pengeluaran dengan penerimaan dari pajak) meski aturan pengukuran untuk hal tersebut
sering tidak tepat, sehingga menambah pengaruh anggaran terhadap proses akuntansi.

Anggaran line-item adalah permintaan tambahan yang mencerminkan struktur
organisasi yang dinyatakan dalam uang. Sangat baik untuk memberikan semacam kontrol
keuangan dalam permintaan keuangan, dalam anggaran ada identifikasi secara khusus
bagaimana uang tersebut digunakan dan pembelian apa saja yang dilakukan. Tuntutan ini
tidak hanya untuk kepentingan para pejabat keuangan sendiri tetapi atas nama publik yang
dibelanjakan. Hal ini umum untuk anggaran yang akan ditetapkan sebagai hukum, sebagian

untuk menekankan pentingnya pengendalian.
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Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah
yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (double entry).
Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector
publik khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format
yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk
menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan
realisasi arus selalu dibandingkan seingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat
selisih. Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan
bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran
bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-
akun yang ada menunjukkan pendapatan dan belanja actual, anggaran menunjukkan

pendapatan dan belanja dianggarkan.

III. METODE PENELITIAN
Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode analisis kritis terhadap masalah
akuntansi keuangan dalam sektor publik dan pelaporannya. Penulis mendeskripsikan fungsi
tradisional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Selain itu, penulis juga
menganalisis masalah basis akuntansi, dua basis pencatatan utama, yaitu basis kas (cash

basis) dan basis akrual (accrual basis), yang merupakan suatu continuum.

IV. PEMBAHASAN

Akuntansi kas, atau dasar akuntansi dengan uang tunai, adalah merupakan tradisi
dipemerintah. Beberapa bagian dari pemerintah, akuntansi komitmen juga digunakan. Selain
itu, beberapa bentuk akuntansi dana umumnya diadopsi. Basis akuntansi menentukan kapan
suatu transaksi atau kejadian diakui dalam sistem akuntansi. Terdapat dua basis pencatatan
utama, yakni basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis), yang merupakan suatu
continuum. Di antara kedua basis tersebut terdapat dua basis lain, yakni basis kas
modifikasian (modified cash basis) dan basis akrual modifikasian (modified accrual basis).
Organisasi bisnis menggunakan basis akrual, begitu pula organisasi pemerintah yang

melakukan aktivitas bisnis (misalnya BUMN/BUMD), sementara sebagian besar organisasi
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pemerintah menggunakan basis kas. Untuk penggunaan di organisasi pemerintah, basis kas
dan basis akrual dapat dimodifikasi.

Pada dua dekade terakhir terjadi pergeseran basis akuntansi dan anggaran dari basis
kas ke basis akrual di pemerintahan di dunia. Menurut Vonck, pergeseran ini merupakan
suatu langkah maju menuju pada konteks yang lebih luas dari reformasi pengelolaan
keuangan sektor publik. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas,
pencatatan suatu transaksi atau peristiwa dilakukan apabila transakasi tersebut menyebabkan
perubahan saldo kas, yakni terjadi aliran kas masuk atau kas keluar. Penerimaan dan
pendapatan akan dicatat apabila ada kas yang diterima, sedangkan pengeluaran dan belanja
akan dicatat apabila ada kas yang dibayarkan. Apabila suatu transaksi tidak atau belum
menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dengan
menggunakan basis kas, laporan yang bisa dihasilkan adalah Laporan Arus Kas dan Laporan
Realisasi Anggaran.

Menurut IFAC, Penerapan basis kas dalam akuntasi pemerintahan menimbulkan pro
dan kontra. Beberapa kelebihan basis kas adalah:

1. Mudah dipahami oleh pengguna;

2. Membuka ruang untuk membuat pertimbangan untuk menyesuaikan dengan
apropriasi anggaran yang secara tradisional menggunakan basis kas;

3. Sederhana untuk diterapkan, mudah dikompilasi, proses penyusunan laporan lebih
cepat, reliabel, dan komparabel,

4. Berbiaya rendah karena tidak membutuhkan keterampilan karyawan yang tinggi.

Sedangkan kelemahan basis kas adalah:

1. Lingkupnya terbatas, tidak mampu menunjukkan dampak dari transaksi yang
dihasilkan dari arus kas di luar periode akuntansi berjalan;

2. Tidak dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tentang aset dan kewajiban, serta
akibat dari penggunaan aset, transaksi pertukaran, dan tunggakan-tunggakan (hutang-
piutang);

3. Berfokus semata-mata hanya pada arus kas dan mengabaikan arus sumber daya lain
yang kemungkinan juga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan

barang dan jasa pada saat ini dan pada masa yang akan datang; dan
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Pemenntah | Laporan keuangan pemerintah Digunakan untuk Laporan Pertang-
Selarcha mencakup semua bagian pe- menmbantu pardeman gunggawaban
Barug merintahar, partemean, badan dalarm menila Laporan Kinerja
usaha milik negara, semua enti- pertanggungisswaban keuangan
tas diingkungan pemernntah dan terhadap Laporan Posist Keuangan
Reserve Bank of Mew Zealand penyelengaarann sum- Laporan Arus Kas
ber-sumber Laporan Pinjaman
Laporan Pernkatan
Laporan Kewajiban
Laporan Kontinjernsi
Lapoaran Pengeluaran
dan Belanja yang Belum
Diapropriasikan
10, Laporan Pengeluaran
Atau Belanja Darurat
11. Laporan Dana Perwalian
12, Laporan atas Kebi-
jaksanaan Akuntansi
13. Catatan Atas Laporan
Keuargan
14, Laporan Badan Permenkss

CRNDOBG N

Falanesn Harues mengungkap selurub Untuk memastikan 1. Neraca

rekening dan catatan transaksi kebenaran transaks: 2. Laporan Laba/Rug atau
yvang terjadi di pemenntah, dan posisi keuangan laporan pendagsatan dan
Catatan ini harus ada manakala belanja

dilakukan pameriksaan 3. Laporan Cash Flow

4 Catatan tarmbahan

8. Letter verification

Sumber: Mardiasmo, 2002.

V. PENUTUP

Mengelola uang publik bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah apalagi jika terkait
dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya. Fokus tradisional dari akuntansi
pemerintah daerah pada pencatatan transaksi yang tepat dan pada pengendalian pengeluaran
terhadap anggaran tidak harus berubah. Namun, lebih banyak informasi sekarang dapat
diberikan dalam sistem akuntansi pemerintah tanpa mengurangi fokus tradisional tersebut,
termasuk pengukuran ekonomis yang relevan untuk biaya pelayanan yang disediakan,
pemisahan yang jelas antara modal dan biaya saat ini, dan pengukuran yang komprehensif
tentang tingkat hutang dan pemakaian aset. Sehingga pengukuran kinerja pemerintah yang
lebih luas dapat terfasilitasi. Semua dapat disediakan dalam anggaran serta laporan keuangan.

Penganggaran dan akuntansi akrual merupakan pencatatan yang komprehensif dan
terus menerus tentang semua penerimaan, biaya, asset, kewajian dan arus kas dari sebuah
organisasi. Ketersediaan IPSAS membantu mengurangi biaya dan menyediakan peluang yang
unik untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pemerintahan diseluruh dunia. Namun
saat ini sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual banyak dikembangkan oleh individu,

dan organisasi local di Negara yang bersangkutan.
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